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PRAKATA 
 

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami mempersembahkan buku ini sebagai 
wujud dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini lahir dari keinginan mendalam 
untuk menjembatani kesenjangan informasi antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam 
menghadapi isu-isu hukum yang sering menjadi pertanyaan dan kebingungan di kalangan 
masyarakat, seperti masalah narkotika, kekerasan seksual, hukum pidana, serta perlindungan 
anak. Kami menyadari bahwa hukum tidak selalu mudah diakses atau dipahami oleh 
masyarakat luas. Terdapat banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai 
bagaimana hukum dijalankan, ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses 
keadilan dengan cara yang tepat. Buku ini dirancang sebagai jembatan pengetahuan, 
memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan terpercaya terkait berbagai masalah 
hukum yang sering kali menjadi sorotan. 

Isu narkotika, sebagai salah satu topik utama, dibahas dengan mendalam untuk 
memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur dan memberantas 
penyalahgunaan narkotika. Kami juga menyentuh masalah kekerasan seksual yang akhir-
akhir ini menjadi sorotan publik, dengan harapan memberikan pencerahan dan juga solusi 
terhadap masalah tersebut. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi berbagai aspek hukum 
pidana, termasuk bagaimana hukum pidana, proses peradilan pidana dan perlindungan 
hukum diterapkan dalam kasus yang melibatkan anak juga menjadi salah satu isu yang 
sangat penting dan mendapat tempat khusus dalam buku ini. Kami berupaya memberikan 
wawasan tentang bagaimana hukum melindungi hak-hak anak dan bagaimana masyarakat 
dapat berperan dalam mengawal perlindungan tersebut. 

Kami berharap, melalui buku ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang 
berguna dan praktis dalam menghadapi berbagai isu hukum. Kami juga berharap buku ini 
dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi 
masyarakat dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Terakhir, kami mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku 
ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi panduan yang 
berharga dalam memahami hukum dan keadilan. 

 

Bandung, Desember 2023 

Tim Penulis 
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BAGIAN 1 

PEMILIHAN UMUM 

 

 

 

 

 

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya 
mekanisme penyaluran pendapat rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan 
secara berkala [1]. Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran 
hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945, 
Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebanyak dua belas kali, 
dimulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2019 
[2]. Dalam sejarah singkat ketatanegaraan di Indonesia, setelah Presiden Soeharto 
lengser dari kekuasaannya pada tahun 1998, jabatan Presiden Republik Indonesia 
digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Dengan pergantian 
kepemimpinan tersebut, atas desakan rakyat Indonesia, Pemilu dipercepat dan 
dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 atau tiga belas bulan masa kekuasaan 
Bacharuddin Jusuf Habibie.  

Adapun salah satu alasan diadakannya Pemilu cepat adalah untuk 
memperoleh pengakuan atau kepercayaan (legitimasi) dari rakyat, termasuk dunia 
internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan 
produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal tersebut ditindak lanjuti 
dengan penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru, termasuk pergantian keanggotaan 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum selesai 
masa kerja [3]. Tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mewujudkan tata 
kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta cita-cita 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum.  

Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan 
nasional yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang lainnya. Pembangunan 
hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi 
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PERPAJAKAN 

 

 

 

 

 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang 
memiliki peran vital dalam meningkatkan pembangunan dan mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yang dijelaskan 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 
23A alinea keempat. Pasal tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk 
memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya 
mensejahterakan rakyat dengan menjalankan sistem perpajakan. Pendapatan suatu 
negara yang diperoleh dari berbagai jenis pajak, baik pusat maupun daerah, 
digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Salah 
satu strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan 
mengkalkulasikan pajak berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat 
konsumsi ini sangat dipengaruhi oleh daya beli konsumen, yang pada gilirannya 
berdampak pada penerimaan pajak. Contoh pajak yang berdampak signifikan 
terhadap penerimaan negara adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) [1]. 

PPN adalah pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan negara. Kenaikan 
harga barang dan jasa disebabkan oleh adanya unsur PPN, yang pada dasarnya 
adalah beban tambahan yang dibayar oleh konsumen. Meskipun ada argumen yang 
mengatakan bahwa pengenaan PPN tidak signifikan dalam memengaruhi daya beli, 
namun perlu dicatat bahwa beban PPN sebenarnya dibebankan kepada konsumen 
akhir, bukan kepada pelaku industri. Selain aspek ekonomi, pajak di Indonesia juga 
memiliki dimensi hukum yang sangat penting. Prinsip-prinsip hukum yang 
mendasari perpajakan, seperti legalitas, kesamaan perlakuan, kepastian hukum, dan 
kemampuan pembayaran, menentukan landasan operasional perpajakan. Legalitas 
memastikan bahwa setiap pajak diterapkan berdasarkan undang-undang yang 
berlaku, sementara prinsip kesamaan perlakuan menjamin bahwa semua wajib 
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BAGIAN 3 

ORGANISASI MASYARAKAT 

 

 

 

 

Organisasi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam membentuk 
dan memengaruhi struktur sosial suatu masyarakat. Sejak zaman dahulu, manusia 
cenderung berkumpul dan membentuk kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan 
bersama, menjaga kepentingan kelompok, serta melibatkan diri dalam berbagai 
aktivitas sosial, politik, dan ekonomi. Fenomena ini menciptakan kebutuhan akan 
organisasi yang dapat menjadi wadah bagi individu-individu dengan tujuan dan 
aspirasi yang serupa. Pertumbuhan organisasi masyarakat modern sejalan dengan 
perubahan kompleksitas masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, 
globalisasi, dan kompleksitas isu-isu sosial, organisasi masyarakat menjadi 
semakin penting sebagai sarana untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, 
memperjuangkan hak-hak individu, dan mengatasi masalah-masalah sosial yang 
kompleks.  

Dalam ranah politik, organisasi masyarakat seringkali menjadi pemain 
kunci dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi aktif organisasi masyarakat 
dalam kegiatan politik dapat membentuk opini publik, memengaruhi kebijakan 
pemerintah, dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
proses demokratis. Namun, seiring dengan perannya, organisasi masyarakat juga 
dihadapkan pada tantangan, terutama terkait dengan kewajiban dan batasan yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Keterlibatan organisasi masyarakat 
dalam kegiatan politik harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk 
memastikan transparansi, akuntabilitas, dan menjaga keseimbangan antara 
kebebasan berorganisasi dan perlindungan kepentingan umum. Penting untuk 
memahami kerangka hukum yang mengatur organisasi masyarakat, termasuk 
kewajiban dan batasan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal 
ini tidak hanya membantu menghindari potensi konflik hukum tetapi juga 
memberikan landasan bagi organisasi masyarakat untuk beroperasi secara efektif 
dan konstruktif dalam masyarakat yang semakin kompleks ini.  
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